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Pemkab Banggai R Rugi Miliaran Rupiah

BANGGAI, MERCUSUAR- PT Banggai Sirtu,
perusahaan besar yang menggarap batu
pecah di wilayah Kecamatan Nuhon,
Kabupaten Banggai, diduga tidak dilengkapi
dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Atas
kondisi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Banggai telah dirugikan miliaran rupiah.

Dalam aturan, IUP yang sudah
menjadi kewajiban perusahaan
untuk dipenuhi, namun sejak ta-
hun 2007 beroperasi hingga ak-
hir 2011 hal ity, tidak pernah di-
tunaikan. Apalagi saat ini, peru-
sahaan ity, telkh menggarap 40 -

50 hektar areal pesisir kali -

Bangketa dan Tobelombang. “Ti-
dak usah bicara program peru-
sahaan yang memperhatikan
rakyat, izin usaha yang sifatnya
mengikat dan wajib tidak dihi-
raukan pihak perusahaan,” ke-

cam tokoh masyarakat Bangke-
ta Arsyad Daud diLuwuk (5/12).

Menurut Arsyad masyarakat di
wilayah Bangketa dan Tobelom-
bang sangat keberatan dengan
terus beroperasinya perusahaan.
Sebab, kehidupan masyarakat di
wiklyah itu terus terancam. “Saat
ini pinggiran kali Bangketa dan
Tobelombang sudah terkikis ha-
bis, kami khawatirjikahujan te-rus
menerus maka akan mengaki-

batkan banjir yang dapat meng-

hanyutkan desa,” terangnya.

Irwanto Kulap
Anggota Dekab Banggai

Senada dengan Arsyad Daud,
Irwan Tokulap, Anggota DPRD
asal Nuhon membenarkan jika
Pemkab Bangga, telah dirugikan
hingga miliaran rupiah. “Saya
sudah melakukan cek langsung
di lokasi, sangat memprihatin-

kan sudah sekitar 40- 50 hektar
areal yang digarap. Namun, pe-

rusahaan tidak mengantongi-

IUP” sesal Irwanto.

Politisi asal Partai Golkar ini
mengakui, akibat sifat bandel
dan merugikan rakyat yang di-

- pertontonkan perusahaan, ma-

ka DPRD Banggai mellui Kemi-
si C telah merekomendasikan
agar PT Banggai Sirtu menghen-
tikan operasinya. “Komisi telah
melayngkan surat kepada pim-
pinan DPRD agar perusahaan
dihentikan, sebelum menyele-
saikan izin usaha pertambangan
dan hak rakyat,” tegasnya.
Masih kata Irwanto, berdasar-
kan ketentuan yang ada, setiap
perusahaan pertambangan
yang menggarap 1 hektar bhan,
maka diwajibakan mengurus
[UP danizin hin sebesar kisaran
Rp 50 juta. Sayangnya, meski-

pun telah mencaplok puluhan
hektar, namun tak satupun arel
garapan perusahaan yang me-
miliki izin. “Jelas ini pelanggran
secara nyata yang dilakukan
Banggai Sirtu,” sesalnya.
Bahkan kata Irwanto, salah
satu Talut yang dibuat dengan
menggunakan anggran APBD
propinsi sudah rusak parah, aki-
bat ulah perusahaan yang telah
menjadikan Talut itu sebagali ja-
lan koridor. “Mestinya Pemerin-
tah Propinsi Sulteng juga harus
melayangkan protes kepada pe-
rusahaan,” saran Irwanto.
Lebih jauh [rwanto menyesal-
kan, ketidak jelasan alamat pe-
rusahan dan perwakiln perusa-
haan di Luwuk. “Kami tidak tahu
harus menghubungi siapa, se-
bab alamat dan jejak perusa-
haan sudah hilang dan terbang
dibawah angin,” tandasnya. cr7










